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JAMKESDA MOROWALI

Kadinkes Tetap Mendekam di Sel
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PALU, MERCUSUAR - Harapan Kepala
Dinas Kesehatan (Kadinkes) Morowali,
Fatmawati A Halid, lepas demi hukum dan
keluar dari Rumah Tahanan (Rutan) Palu
karena masa penahanan penyidik habis pada
Jumat 29 Maret 2013, pupus.

Pasalnya, pada Kamis 28
Maret kasus itu dilimpah-
kan dari penyidik ke Jaksa
Penuntut Umum (JPU),
sehingga penahanannya
berlanjut dengan status
sebagai tahanan jPU.

Fatmawti A Halid me-
rupakan tersangka kasus
dugaan korupsi dana Ja-
minan Kesehatan Daerah
(Jamkesda) Morowali tahun
2010-2011. Ia ditahan pen-
yidik Polda Sulteng sejak
29 November 2012 lalu,
usai pemeriksaan sebagai
tersangka. Selama ditahan
penyidik, masa penaha-
nannya diperpanjang tiga
kali.

“Tersangka tetap ditahan
di Rutan Palu dan akan
menjalani penahanan un-
tuk 20 hari kedepan,” ujar
Aspidsus Kejati Sulteng H
Abul H Rabunah SH MH
melalui Kepala Seksi Pen-
yidikan Firdaus M Zein SH
usai pelimpahan kasus yang
berlangsung alot hingga
malam akibat tersangka
tidak bersedia hadir di Kan-
tor Kejati dan bertahan di
Rutan Palu.

Ditanya soal permohonan
penangguhan atau pen-
galihan penahanan dari
pihak Fatmawati A Halid,
la mengatakan tidak ada.
“Mungkin belum (permo-

honan penangguhan atau
pengalihan penahanan),
dan itu haknya. Namun
perlu diingat semua ada
mekanisme,” tandasnya.

Barang bukti yang dilim-
pahkan bersama tersangka
berupa dokumen, tambah
Firdaus, diantaranya klaim
obat ke Jamsosda serta
sejumlah sertifikat kepemi-
likan tanah.

Masih menurutnya, Fat-
mawati A Halid dipersang-
kakan dengan Pasal 2 Ayat
(1), Pasal 3 dan Pasal 12
huruf i Jo Pasal 18 UU no-
mor 31 Tahun 2009 yang
telah diubah-dan ditambah
menjadi UU- Nomor 20 ta-
hun 2001 tentang Pembe-
rantasan Tipikor. “Adanya
tersangka lain kasus terse-
but, kewenangan penyidik.
Kami proses apa yang di-
limpahkan penyidik Polda,”
tutupnya.

Terpisah, penasehat hu-

kum Fatmawati A Halid

melalui Moh Arif SH men-
gakui belum mengajukan
permohonan penangguhan
atau pengalihan penaha-
nan terhadap kliennya ke
JPU. Namun upaya itu tetap

akan ditempuh, setelah

dilakukan koordinasi den-
gan kliennya. “Rencananya
Senin (3/4) diajukan ke
JPU,” singkatnya. ack




